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: Kinerjanya dianggap efektif, satgas penertiban kawasan hutan apakah alayak dipermanenkan?
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SATUAN Tugas Penertiban Kawasan
Hutan (Satgas PKH) diusulkan untuk
dipermanenkan, setelah dinilai menun-
jukkan kincrja yang cfektif dalam
menertibkan kegiatan usaha ilegal di
kawasan hutan.

Usulan tersebut disampaikan ang-
gota Komisi IV DPR RI, Firman Soe-
bagyo. Satgas PKH dibentuk pada
awal 2025 berdasarkan Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun
2025 atas perintah langsung Presiden
Prabowo Subianto.

Satgas ini berstatus lembaga lin-
tas kementerian dan lembaga yang
bersifat ad hoc, dengan tugas utama
menegakkan hukum, melakukan au-
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dit, serta menertibkan penagunaan
kawasan hutan yang melanggar ke-
tentuan perundang-undangan.

Dalam pclaksanaannya, Satgas
PKI melibatkan berbagai instansi,
antara lain Kejaksaan, TNI, Polri,
Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP), Badan
Pertanahan Nasional (BPN), Badan
Informasi Geospasial, serta kemen-
terian terkait seperti Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, ESDM, dan
Keuangan.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita
Simanjuntak. mengungkapkan bahwa
hingga awal 2026, Satgas telah mem-
berikan sanksi administratif kepada 83

perusahaan perkebunan sawit yang
terbukti beroperasi di dalam kawasan
hutan. Dari sanksi tersebut, total denda
yang tolah disctorkan ke negara men
capai Rp 4,76 triliun

“Dari 83 korporasi yang dikenai
sanksi, sebanyak 41 perusahaan telah
melunasi kewajibannya,” kata Barita
Simanjuntak di Gedung BPKP, Jakarta
Timur, Rabu (14/1/2026)

Namun demikian, Barita menyebut-
kan masih terdapat delapan perusa-
haan yang tidak memenuhi panggilan
Satgas meskipun telah dipanggil se-
banyak dua kali. Terhadap perusa-
haan-perusahaan tersebut, Satgas
PKH akan mengambil langkah tegas.

“Terhadap korporasi yang tidak
hadir dan tidak kooperatif. Satgas
akan melakukan langkah-langkah
ponertiban termasuk upaya hukum
untuk memastikan kepatuhan terhadap
regulasi.” tegasnya

Melihat capaian tersebut, Firman
Soebagyo menilai Satgas PKH layak
dipermanenkan dan tidak lagi bersifat
sementara. Menurutnya, status per-
manen akan memperkuat penegakan
hukum di sektor kehutanan dan sum-
ber daya alam.

Selain itu, Firman juga mengusul-
kan agar Satgas PKH tetap berada
langsung di bawah Presiden guna
mempercepat koordinasi lintas kemen-

terian dan lembaga, serta memastikan
kebijakan penertiban kawasan hutan
berjalan efektit dan berkelanjutan

Berbeda, pencliti Forum Indoncsia
untuk Transparansi Anggaran (FITRA),
Gurnadi Ridwan mengatakan usulan
perubahan status Satgas PKH harus
dibahas dengan cermat dan hati-hati.
sebab ada potensi tumpang tindih
kewenangan, jika Satgas PKH diper-
manenkan

Apakah akan membebani APBN
juga? Nah, untuk melihat lebih jauh
bagaimana pandangan Firman Soe-
bagyo dan Gurnadi Ridwan terkait
usulan Satgas PKH dipermanenkan,
berikut petikan wawancaranya

GURNADI RIDWAN
Peneliti FITRA

FIRMAN SOEBAGYO
Anggota Komisi IV DPR

Akan Memperkuat = Akan Membebani

Penegakan Hukum APBN & Utang Baru
6 ec

Selama ini, Pemerintah sering
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kawasan hutan kerap kebijakan tanpa
bersifat reaktif dan didukung naskah
temporer. Padahal, akademik
kejahatan kehutanan yang kuat dan
itu sistematis dan partisipasi publik
terorganisir. Negara yang memadai.
tidak boleh kalah Ini penting agar
oleh praktik ilegal kebijakan yang
yang merusak hutan diambil benar-
dan merugikan benar tepat
masyarakat. sasaran.
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ANDA mendorong agar Satgas
PKH dipermanenkan?

Kami mendorong penguatan kelem-
bagaan Satuan lugas Pencegahan dan
Peiusakan Kawasan Hutan (Satgas  tusakan Kawasan
PKH) agar tidak lagi bersifat ad hoc.  langsung di bawah dan be
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